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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Investasi dalam sektor publik, dalam hal ini adalaélanja modal,
merupakan salah satu pengeluaran investasi jangkgangy dalam kegiatan
perekonomian. Karena investasi publik ini memildampak jangka panjang,
menyebabkan perencanaan alokasi sumber daya mesguljat penting.
Pemerintah harus benar-benar memperhatikan apakatuls sumber daya yang
dimiliki akan seluruhnya digunakan untuk konsumesatsperiode berjalan atau
diinvestasikan untuk beberapa periode ke depan.ihialermasuk salah satu
masalah yang dihadapi oleh pemerintah pada pen@amkeputusan dalam
investasi publik.

Mardiasmo (2002: 31) mengatakan bahwa:

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektdikplidndonesia
dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan alilitas publik oleh
lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daePaltla dasarnya,
akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dpengungkapan
(disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintaerdh kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi SektanliR memiliki peran
yang sangat vital dalam memberikan informasi diadosure atas aktivitas
kinerja finansial pemerintan daerah untuk memfasii terciptanya
transparansi dan akuntabilitas publik.

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh eperah yaitu
investasi dalam bentuk pembangunan di daerah, khyawang merupakan hasil

pembangunan yang secara langsung dapat dinikmeki olasyarakat. Jadi,

investasi publik ini merupakan bentuk pelaksanaergdi pelayanan pemerintah



terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu memndagdnatian yang serius.
Mardiasmo (2009: 91) mengungkapkan bahwa:

Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendhgkyelaksanaan
program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prisritkebijakan.
Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapdiatian yang lebih
besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karengeluaran investasi/
modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan peagan rutin lebih
berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakydengambilan
keputusan investasi tidak saja akan berdampak padparan tahun
berjalan, namun juga akan membebani anggaran talhwn-berikutnya.

Selain itu, investasi merupakan komponen PDB yatigg penting. Pada
saat resesi, penyebab utama dalam penurunan parageladalah turunnya
investasi. Investasi publik menjadi sangat pentlag perlu pembahasan khusus
karena investasi publik juga dapat menjadi pemiat gertumbuhan ekonomi
karena investasi merupakan salah satu komponemdatass National Product
(GNP). Seperti yang diungkapkan oleh Rahardja damuvlng (2004: 238)
“...perhitungan investasi harus konsisten dengan ijp@dean pendapatan
nasional”

Deliarnov (1995: 102) mengatakan bahwa:

Dampak peningkatan investasi terhadap pendapatamonah lebih
dinamis dimana dampak investasi dirasakan dalarogeeyang lebih lama,
dan begitu juga dampaknya terhadap peningkatan apateh nasional
berlipat ganda dari perubahan investasi semula.

Begitu pula dengan pendapat yang dikemukakan olhu8lson dan
Nordhaus (109) berikut ini:

Jika masyarakat menggunakan sebagian sumber dananyak
menciptakan barang modal, dan bukan untuk konsumaka para ahli
statistik ekonomi berpendapat bahwa output yangsilikean itu masuk ke

dalam arus GNP. Investasi merupakan tambahan st@adp modal tahan
lama yang akan memperbesar peluang produksi di masdatang.



Untuk dapat menganalisis investasi dengan tepat mampermudah
pemerintah dalam merencanakan pengalokasian sud#yar, maka investasi
publik ini haruslah berkaitan dengan penganggaradat investasi. Seperti yang
dikemukakan oleh Mardiasmo (2009: 91) bahwa “arsalis/estasi berhubungan
erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sundagm, dan praktik
manajemen keuangan di sektor publik”

Di negara-negara berkembang, penganggaran modaktasi berbentuk
dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal/ investasi dajgaan rutin.
Begitu pula di Indonesia yang memisahkan anggaeambpngunan dan anggaran
rutin. Anggaran pembangunan suatu daerah tercerdalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam APBBebe&it memuat data
anggaran pembangunan yang di dalamnya termasulapggaran belanja modal

suatu daerah.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Banaing
Tahun 2000-2009

Tahun Jumlah (Rp) Bertambah/ Berkurang

Anggaran Anggaran Realisasi (Rp) %
2000 79,026,185,909.00 47,134,364,534.0 (31.891.821.375,00) 59.64
2001 62,272,053,000.00 55,490,739,833.00 (6.781.313.167,00) 89.11
2002 91,002,370,000.00 80,080,694,209.0 (10.921.675.791,00) 88.00
2003 65.316.802.424,00 48,802,218,504.0 (16.514.583.920,00) 74.72
2004 140.235.446.000,d0  126,972,007,251.00 (13.263.438.749,00[) 90.54
2005 64.004.184.000,00 49,175,331,282.00 (14.828.852.718,00[) 76.83
2006 225,270,596,000.00  150,896,093,585.00 (74.374.502.415,00I) 66.98
2007 453.953.785.125,J0  370,894,040,025.00 (83.059.745.100,00I) 81.70
2008 218.790.299.248,00  180,480,211,408.00 (38.310.087.840,00I) 82.49
2009 195.100.983.439,J0  148,925,370,067.00 (46.175.613.372,00[) 76.33

Sumber: Data APBD Kabupaten Bandung



Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa terdapat selisilaranbelanja modal
yang dianggarkan dengan realisasinya. Seperti yariat pada tahun 2000
belanja modal yang dianggarkan adalah sebesar 63&,285,909.08edangkan
realisasinya hanya sebesar Rp47,134,364,534.00bdrarti terdapat selisih
sebesar Rp31.891.821.375,00 atau dengan kata ééamjd modal yang dapat
terealisasi hanya sebesar 59.64% saja. Pada tabuh t¥lanja modal yang
terealisasi juga hanya sebesar 89.1B¥gitu pula pada tahun-tahun yang lain,
belanja modal yang dianggarkan selalu lebih besaipada realisasinya. Hal
tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya anggdm@anja modal di
kabupaten Bandung dapat terealisasi.

Tingkat belanja modal yang tidak semua dapat tieeesal ini sangat
berpengaruh bagi pemerintah karena akan mengakandaka pada saat analisis
investasi publik nantinya. Kebijakan pemerintah ukninenetapkan anggaran
belanja modal ini menimbulkan pertanyaan, apakahmepatah telah
mengalokasikan sumber daya dengan tepat atau #@da&na itu perlu dilakukan
analisis investasi dengan cermat. “Analisis yangsaéam sebelum dilakukan
investasi sangat penting dilakukan karena invegtaiik berkaitan erat dengan
masalah transparansi dan kewajaran suatu anggéfandiasmo, 2009: 92)

Belanja modal kabupaten Bandung yang tidak teeesliseluruhnya ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaraggau karena adanya
penurunan pendapatan sehingga harus mengurangka@matau pembiayaan
belanja modal. Atau dapat juga disebabkan olehlasgyang mengharuskan

pembelian barang melalui belanja barang dan jaga@rbmelalui belanja modal.



Selain itu, waktu pengerjaan yang kurang atau tidakat terlaksana sesuai
jadwal juga dapat menyebabkan belanja modal kabng@@ndung menjadi tidak
terealisasi sepenuhnya.

Investasi publik termasuk pada pengeluaran pemimamg(belanja modal)
yang dalam pembiayaannya sangat bergantung dagrskeiaan dana yang
dimiliki oleh pemerintah, karena pembangunan datdak akan dapat terlaksana
dengan optimal tanpa adanya dana yang memadairtiSggoeg tertuang dalam
penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun [28@&ut ini:

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengaryaad@pastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup tdi@ak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atall treencukupi kredit
anggarannya dalam APBD/ perubahan APBD.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang mempenggpehiyusunan
anggaran adalah kemampuan daerah itu sendiri. Sdaarah menyusun
anggarannya bergantung kepada dana yang dimilipabAa daerah itu
mempunyai kebutuhan yang cukup besar, dengan &etebélanja yang cukup
tinggi, maka tetap saja harus disesuaikan dengaeripgaan yang ada. Oleh
karena itu, anggaran belanja modal ini juga sabgakaitan dengan anggaran
pendapatannya.

Terdapat berbagai sumber penerimaan bagi pemedatxiah berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&@tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pendapatadaesiah, dana perimbangan,
pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daeratg ysah. Dari peraturan

tersebut terlihat bahwa terdapat sumber penerirpaarerintah daerah yang salah

satunya merupakan pendapatan asli daerah. Menbdutl Aalim (2007: 96):



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua mpea&n daerah
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yasmulian dibagi
menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daeesfibusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkaria lain-lain PAD
yang sabh.

Selain PAD, sumber penerimaan daerah juga dapasdledari dana
transfer pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang MoB® Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintati Baisdaerah dinyatakan
bahwa bentuk transfer yang paling penting adalahaD@okasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK), selain dana bagiilh@®venue sharing).
Pengertian DAU dalam UU tersebut adalah sebagaiutier

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumUdari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuamukumpemerataan
kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanatukeln daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berbeda dengan Dana Perimbangan yang merupakaryaiagédersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk meaidataerah, PAD
merupakan sumber pendapatan yang utama bagi séheedh karena berasal dari
daerah itu sendiri. Dengan PAD dapat diukur kemampwsuatu daerah
melaksanakan otonomi dan mengurangi ketergantuteduiadap bantuan dari
pemerintah pusat. Sehingga, semakin besar PAD didagat suatu daerah, maka
semakin besar pula kemungkinan untuk dapat memeihituhan belanjanya
sendiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat.

Bagi pemerintah pusat, sumber penerimaannya jduiin lbenyak daripada
daerah. Sehingga, anggaran untuk belanja modalgtiim besar. Untuk daerah-

daerah, apalagi untuk daerah yang kecil, kemampuatuk memenuhi

kebutuhannya tidak sama seperti pusat. Kadangujusaisin banyak yang sangat



tergantung pada bantuan dari pusat, meskipun ssharudaerah sudah bisa
berdiri sendiri dengan adanya otonomi daerah. Haldapat disebabkan oleh
rendahnya kapabilitas program kerja untuk memeikgbutuhan dan tuntutan
publik. Hal ini dapat pula mengakibatkan layanabliutidak terlaksana dengan
efisien. Mardiasmo (2002: 169) mengatakan bahwa:

Dalam situasi seperti itu, menyebabkan banyak kyarpublik
dijalankan secara tidak efisien dan kurang seseaiganh tuntutan dan
kebutuhan publik, sementara dana pada Anggararabaga pada dasarnya
merupakan Dana Publilgblic Money), habis dibelanjakan seluruhnya.

Untuk kabupaten Bandung, kemampuan untuk memenebutithan
daerahnya sudah cukup besar. Namun meskipun bégitiyata PAD kabupaten

Bandung cenderung lebih kecil daripada DAU yangtifebesar, seperti yang

terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alasi Umum (DAU) Kabupaten
Bandung Tahun 2000-2009

PAD DAU

Tahun

Anggaran Jumiah (Rp) Psg%%l;ﬁfnn/ Jumlah (Rp) Psgrl]rt%ﬁ?: !

2000 48,236,530,674.1 - 298,183,251,385.00

2001 78,716,967,184.5 30,480,436,510.47 734,0748R.00 435,891,575,615.00

2002 82,546,278,680.6 3,829,311,496/.05 659,03300, (75,038,520,750.00)

2003 99,760,579,073.3 17,214,300,392.66 726,26(00.00 67,203,693,750.00

2005 108,322,354,701.61 (5,253,963,457.83) 8020880000.00 45,545,000,000.00

2006 137,532,499,198.2 29,210,144,496.62 1,16866@00.000  365,806,000,000.00

2007 147,630,987,490.0 10,098,488,291.82 1,351000000.00  183,276,000,000.00

2
9
4
0
2004 113,576,318,159.44 13,815,739,086.14 757,289)00.00 31,045,000,000.00
1
3
5
2008 144,660,409,277.08 (2,970,578,212.97) 1,0Q1069,000.00 (350,369,931,000.00)
0

2009 153,271,649,974.0 8,611,240,696.92 1,080,R7300.00] 78,673,438,000.00

Sumber: Data APBD Kabupaten Bandung

Dalam tabel 1.2 terlihat bahwa kondisi PAD kabupatBandung
cenderung fluktuatif, atau terkadang mengalami ikama dan terkadang

mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 10 tahufih&r bahwa PAD



Kabupaten Bandung mengalami penurunan sebanyakalugaitu pada tahun
2005 dan 2008. Pada tahun 2004 PAD Kabupaten Bagndsebesar
Rpl113,576,318,159.44 sedangkan pada tahun 2005 ahamencapai
Rp108,322,354,701.61. Ini berarti terdapat penurysada tahun 2005 sebesar
Rp5,253,963,457.83. Begitu pula pada tahun 2008) Kabupaten Bandung
hanya sebesar Rp144,660,409,277.08 padahal di tedlbelumnya yaitu pada
tahun 2007 PAD mencapai jumlah sebesar Rpl47,633.98.05. Ini
menunjukkan  bahwa pada tahun 2008 terjadi penurunsebesar
Rp2,970,578,212.97. Sedangkan pada tahun-tahumy&iselalu mengalami
peningkatan. Terlihat pada tabel bahwa dari talfQ00 2ingga tahun 2004 PAD
selalu mengalami kenaikan. Dan kenaikan yang palimggi mencapai
Rp30,480,436,510.47 pada tahun 2001. Kemudian pauan 2006-2007 dan
2009 juga memperlihatkan bahwa PAD cenderung mangadeningkatan.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari pemelisebelumnya.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukleh Oki Agam Tipani
(2011) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Dagaa Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/ kKbtalawa Barat)” hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan DAU segausial dan simultan
memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modalbkpaten dan Kota di Jawa
Barat pada tahun 2007-2009. Hal ini menunjukkanwaahsetiap peningkatan
yang terjadi pada jumlah PAD ataupun DAU secaraividdal akan

meningkatkan belanja modal.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebefarterletak pada objek
penelitiannya yaitu kabupaten Bandung saja, dalogeiyang digunakan adalah
tahun 2000-2009. Selain itu, dalam penelitian idak memasukkan variabel
DAU karena berdasarkan hasil wawancara dengannsisiang terkait, yaitu
pemerintah kabupaten Bandung, belanja modal saeggdntung kepada PAD
dan DAU tidak berkontribusi dengan Belanja Modapesé PAD. Hal ini
dikarenakan DAU dialokasikan dengan prioritas haogpéuk belanja pegawai
atau belanja rutin saja. Ini menyebabkan penyuswamggaran belanja modal
sangat dipengaruhi oleh PAD dan belanja modal lergan atau memiliki
keterkaitan dengan PAD.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya juga menusjulgengaruh yang
lemah antara DAU dengan Belanja Modal. Selain Atngul Halim (2004: 53)
menyatakan bahwa “DAU dapat dikategorikan sebagmisfer tak bersyarat
(unconditional grant) ataublock grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat
pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan programge@learan tertentu.”
Menurut penjelasannya, sebagian besar DAU tersafan dipergunakan untuk
membiayai gaji pegawai, karena pada intinya penalaiaygaji pegawai melalui
DAU ini hanya merupakan pengalihan pembiayaan Sabsidi Daerah Otonom
(SDO) menurut peraturan lama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tedatiék meneliti lebih
lanjut mengenai berapa besar pengaruh PAD terhbdimja modal. Adapun
judul yang diangkat adalatPengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap

Belanja Modal di Kabupaten Bandung”.
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1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti adalah sebaga&uberi
1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandu
2. Bagaimana Belanja Modal di Kabupaten Bandung
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah tertizelapja Modal

di Kabupaten Bandung

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat Belanj@aMgecara

umum serta memperoleh informasi mengenai faktog yaempengaruhinya.

1.3.2 Tujuan Penelitian
Tujuan diperlukan agar penelitian memiliki araharnpasalahan yang
jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagakbé
a. Untuk mengetahui tingkat kenaikan atau penurunamd&satan Asli
Daerah di kabupaten Bandung
b. Untuk mengetahui tingkat kenaikan atau penurundarie Modal di
kabupaten Bandung
c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Desrah

terhadap Belanja Modal di kabupaten Bandung
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1.4  Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agarpata memberikan

informasi mengenai Belanja Modal dan PendapatanDssdrah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagai olgekliian, dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis jaelarodal
dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah

b. Bagi Peneliti, memberikan pengetahuan secara iprakituk dapat
mengaplikasikan penerapan konsep perhitungan patatepasli
daerah pada belanja modal di kabupaten Bandungisésogan teori
yang diperoleh

c. Bagi pihak lain, khususnya akademisi, dapat meikdrergambaran
apabila akan mengambil tema yang serupa, sehinggpatd

memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam



